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A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan tindak pidana yang termasuk kejahatan yang luar
biasa atau Extraordinary Crime yang memerlukan perhatian khusus, yaitu
Tindak Pidana Korupsi. Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar
biasa mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab
mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana
korupsi.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa korupsi di Indonesia telah
menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistemik dan masif, serta
penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdi pada
kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif.?
Perilaku ini muncul akibat adanya rasa tidak puas terhadap uang yang sejalan
dengan sifat tidak pernah merasa cukup, serta adanya kepentingan politik yang
seringkali terjadi untuk melancarkan tujuan mereka.

Sebagai contoh kita bisa melihat pada masa orde baru. Berlarut dan
maraknya praktik korupsi yang terjadi pada masa orde baru pada hakikatnya

bukan hanya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga telah
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meruntuhkan moralitas dan sendi — sendi ketahanan nasional.® Selain itu,
dampak dari korupsi menjadikan rusaknya moral bangsa, serta melanggar hak
— hak sosial dan ekonomi maysarakat, Oleh karena itu upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut
dengan cara yang luar biasa.*

Bahkan di dunia internasional pun tindak pidana korupsi merupakan
masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan
masyarakat serta negara dan bahkan dapat merusak nilai — nilai demokrasi
karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.®

Disinilah peran penting adanya upaya pemberantasan korupsi, bukan
hanya pemerintah saja melalui badan Komisi Pemberantasan Korupsi,
melainkan semua warga negara turut serta untuk mencegah dan tidak
melakukan praktik tindak pidana korupsi. Pengembalian aset maupun
keuangan negara yang dikorupsi tentu perlu menjadi konsens sebagai upaya
optimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.® Oleh karena itu,
upaya pemberantasan korupsi ini harus ditingkatkan dan diperkuat agar selain
menguatkan pertahanan negara, juga mampu memberikan kesejahteraan bagi

rakyat.
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Dalam mewujudkan upaya penegakan hukum tersebut, maka negara
mengeluarkan aturan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu
Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang — Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada Tahun 2002,
negara membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mencegah serta
memberantas tindak pidana korupsi, melalui aturan yang dikeluarkan yaitu
Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 sampai dengan terakhir kali diubah
menjadi Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Ketika ada dugaan suatu tindak pidana terjadi, maka yang menjadi titik
permasalahannya adalah tentang pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian
menjadi hal penting untuk meyakinkan adanya tindak pidana dengan pelakunya
supaya tidak melanggar hak asasi seseorang. Menurut Mansyur dan Rico
Audian Pratama Manurung tentang pembuktian yaitu:

“Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur
tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat
bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus
guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut
dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut
serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu
pembuktian”’

Tidak hanya itu, Pembuktian memegang peranan penting dalam proses

pemeriksaan di sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian dapat
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ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau
sebaliknya.®

Begitu juga dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan alat bukti
untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Mengenai pembuktian, secara
dasarnya hal ini dapat dilihat pada Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1986
Tentang Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa di
sebut dengan KUHAP. Pada pasal 184 KUHAP dapat kita lihat bahwa ada
beberapa jenis alat bukti yang diatur, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sejalan dengan perkembangan zaman, modus untuk melakukan kejahatan
semakin lama semakin canggih, namun tidak berbanding lurus dengan hukum
yang ada. Hal ini terlihat bahwa hukum telah ketinggalan terhadap apa yang
terjadi dimasyarakat, dan secara tidak langsung menggambarkan masih kurang
nya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Modus dan pelaku kejahatan
korupsi mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, namun
tidak diiringi dengan perbaikan aturan yang memadai untuk menjangkau
perkembangan kejahatan.® Dan juga dalam pembuktian suatu kejahatan yang
berhubungan dengan teknologi dan informasi yang mempunyai tingkat
kerumitan yang cukup tinggi, sehingga tidak dapat menggunakan pendekatan

kualifikasi hukum yang biasa karena jika tetap digunakan maka akan terlalu
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banyak hal yang membuat tersangka atau terdakwa terhindar dari upaya

membuktikannya.

Maka kemudian terdapat alat bukti yang lainnya yaitu alat bukti
elektronik, yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti elektronik diatur dalam
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang — Undang Nomor
11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang — Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (1) dan (2)

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah;

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44 huruf b

Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3).

Selain Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada aturan
lain yang menggunakan alat elektronik sebagai alat bukti, yaitu pada Pasal 26
A Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang
— Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang berbunyi:
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal
188 ayat (2) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat
diperoleh dari:
a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima,

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu



b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun
selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi
yang memiliki makna.

Alat bukti elektronik sendiri merupakan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang
diatur dalam Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk
alat bukti ini dapat bermacam — macam, seperti video, foto, hasil rekaman
CCTV (Closed Circuit Television), dan lain sebagainya.

Pada penggunaan alat bukti elektronik sebagai dasar untuk melakukan
pembuktian, seringkali menimbulkan persoalan jika berbicara tentang kekuatan
hukumnya. Permasalahan tersebut terjadi dalam suatu pembuktian tindak
pidana tentang bagaimana kekuatan alat bukti atau kekuatan pembuktian dari
alat bukti yang didapatkan. Lanka Asmar dan Samsul fadli menjelaskan perihal
kekuatan pembuktian bahwa:

“Kekuatan Pembuktian maksudnya adalah nilai dari suatu informasi atau
data yang ada dalam alat bukti yang dapat menunjukkan sesuatu yang
dapat menerangkan suatu kejadian dan persesuaian dengan alat bukti
lainnya. Singkatnya, kekuatan pembuktian adalah sejauh apa alat bukti
dapat membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.””*°

Hal ini dikarenakan KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai
alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Artinya ketentuan tersebut

merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa, semua jenis

alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) tidak dapat ditambah atau
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dikurangi.!* Kemudian, pada Pasal 5 ayat (2) Undang — Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai apa
yang dimaksud dengan “Perluasan alat bukti yang sah”, apakah berupa alat
bukti keenam atau termasuk dari salah satu alat bukti yang ada dalam KUHAP.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/-XIV/2016
menjelaskan bahwa:

“Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal
5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE, serta Pasal 26 A UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”
sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang — undang sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Terlihat bahwa apabila dalam suatu alat bukti elektronik tersebut tidak
dimaknai Kkhususnya mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik, serta tidak atas permintaan aparat penegak hukum, maka alat bukti
tersebut tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi penulis
menilai bahwa putusan tersebut menjelaskan bahwa setiap alat bukti elektronik
yang didapatkan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang —
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, padahal dalam pasal tersebut
hanya menyebutkan tentang intersepsi atau penyadapan sehingga alat bukti

elektronik ini disamakan dengan penyadapan, padahal alat bukti elektronik

tidak terbatas pada hal itu saja.
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Selanjutnya, kita perlu menyadari bahwa pada situasi tertentu, dalam
persidangan ada saat dimana pada proses pembuktian memungkinkan aparat
penegak hukum akan menggunakan teknologi sebagai antisipasi demi
kelancaran jalannya persidangan, seperti penggunaan komunikasi jarak jauh
atau yang disebut telekonferensi. Contohnya pada salah satu alat bukti yang sah
yaitu keterangan saksi. Di dalam persidangan pidana ada beberapa prinsip —
prinsip yang harus diikuti yaitu terbuka untuk umum, “In Absensia”,
pemeriksaan secara langsung, keterangan terdakwa/saksi secara bebas, lebih
dahulu mendengar keterangan saksi.?

Dari hal tersebut terlihat, betapa pentingnya saksi dalam perkara pidana
dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap
penyidikan maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa
penuntut umum karena kurangnya alat bukti saksi.*®

Namun, pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik hanya mengatur persidangan secara elektronik untuk perkara
perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Tidak ada
peraturan yang mengkhususkan kepada perkara pidana, khusus nya untuk
tindak pidana korupsi. Hal ini akan berdampak pada kelancaran proses
pembuktian tersebut, maka teknologi seperti ini sangat dibutuhkan, apalagi

mengingat kondisi sekarang yang sedang dalam pandemi virus corona atau

2 | anka Asmar dan Samsul Fadli, Op. Cit., hlm. 5

13 Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, dan Dessy Rakhmawati, “Perlindungan Hukum
Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, PAMPAS: Journal Of
Criminal, Vol. 1 No. 3, 2020, him. 121.



yang biasa di sebut Covid-19. Pada kondisi seperti itu, hakim sebagai pusat
sentral tentang pembuktian dalam persidangan harus melakukan upaya
penemuan hukum sebagai akibat dari suatu peraturan yang tidak lengkap
dan/atau tidak jelas.

Formulasi norma yang kurang jelas menimbulkan adanya permasalahan
hukum yang terjadi, yaitu mengenai kekaburan hukum. Adanya kekaburan
hukum menjadikan aturan tersebut tidak sejalan dengan asas legalitas dalam
hukum acara pidana bahwa hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang
jelas (Lex Carta) dan harus ditafsirkan secara ketat (lex Stricta).}* Sebab tujuan
hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yang memiliki
makna suatu kebenaran yang didapat melalui proses hukum.*® Proses hukum
yang baik tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang baik, yang telah
sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, sudah seharusnya alat — alat bukti
ini serta tata cara pelaksanaan nya perlu di kaji Maka dari itulah penulis tertarik
untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Alat Bukti

Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang

akan dibahas adalah:
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1. Bagaimana kekuatan hukum terhadap penggunaan alat bukti elektronik serta
para pihak yang melakukan pembuktian dalam perkara tindak pidana
korupsi?

2. Bagaimana kebijakan formulasi kedepannya tentang alat bukti elektronik
dalam pembuktian tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap penggunaan alat bukti
elektronik serta para pihak yang melakukan pembuktian dalam perkara
tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi kedepannya tentang alat bukti

elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dua manfaat,
yaitu:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam
penelitian lebih lanjut tentang perkembangan alat bukti serta pembuktian
nya dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Secara Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan

masukkan bagi pihak — pihak terkait.



E. Kerangka Konseptual
Adanya penelitian yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” supaya lebih jelas dan terarahnya
penulisan penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa konsep yang
mendasari, yaitu:
1. Kekuatan Hukum
Kekuatan hukum merupakan kondisi dimana suatu keputusan telah
dianggap sah atau sudah sah, sehingga keputusan tersebut dapat
mempengaruhi perbuatan hukum terhadap seseorang.
2. Alat Bukti Elektronik
Alat bukti elektronik merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur
dalam Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang —
undang lain yang mengaturnya.
3. Pembuktian
Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atau dalil — dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
4. Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang — Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dan setiap orang dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

F. Landasan Teoritis
1. Teori Pembuktian

Pada ketentuan KUHAP, pihak yang bertugas untuk membuktikan
apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, terdapat pada jaksa selaku
penuntut umum. Oleh karena itu, jaksa mempunyai peran yang sangat
penting dalam peradilan. Meskipun jaksa terlihat sangat aktif dalam hal
pembuktian untuk menuntut terdakwa, terdakwa juga mempunyai hak untuk
membela terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun pada
akhirnya hakim lah yang akan menentukan bersalah atau tidaknya seorang
terdakwa tersebut.

Dalam penelitian ini, salah satu teori yang dipakai adalah teori
pembuktian. Pengertian pembuktian sendiri tidak di temukan dalam
KUHAP, melainkan hanya tercantum mengenai alat bukti yang sah saja.
Ketika mengungkapkan suatu kasus, pembuktian menjadi bagian yang
paling penting dan tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana.
Terdapat 4 (empat) teori atau sistem pembuktian, terdiri dari pembuktian
berdasarkan undang — undang secara positif, pembuktian berdasarkan

keyakinan belaka, Sistem pembuktian bebas, dan pembuktian berdasarkan



undang — undang secara negatif, kemudian dijabarkan yang pada inti nya
yaitu:
“Pada Sistem keyakinan belaka, hakim dianggap cukup mendasarkan
terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh
suatu peraturan hukum. Dalam Sistem menurut undang — undang secara
positif menjelaskan bahwa undang — undang menentukan alat bukti yang
dapat dipakai oleh hakim, cara mempergunakannya dan asal alat bukti
yang dipakai meskipun hakim belum yakin dengan alat bukti tersebut.
Sistem pembuktian bebas menjelaskan bahwa hakim tidak terikat pada
penyebutan alat bukti yang termaktub dalam undang — undang, melainkan
secara bebas menggunakan alat bukti yang lain asalkan berlandaskan pada
alasan — alasan yang tetap menurut logika. Lalu pada sistem pembuktian
undang — undang yang negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan
pidana apabila telah dipenuhinya syarat — syarat bukti menurut undang —
undang ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.”®
Apabila melihat keempat teori tersebut, terlihat bahwa di Indonesia
menganut sistem pembuktian berdasarkan undang — undang secara negatif.
Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang —
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar — benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”.
Dengan demikian terdapat dua unsur dalam sistem pembuktian
berdasarkan undang — undang secara negatif yang dianut oleh KUHAP,
yaitu:

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana yang

telah diatur dalam undang — undang;
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Angkasa, Bandung, 1990, him. 186-189.



2. Alat bukti yang sah yang digunakan harus diiringi dengan keyakinan

hakim.

2. Teori Kepastian Hukum

Para ahli hukum banyak mengemukakan pendapat mengenai tujuan
hukum, tetapi dapat kita lihat bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum, yang salah
satunya adalah kepastian hukum. Pengertian Kepastian Hukum dijelaskan
oleh Utrecht, yaitu:

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”*’

Adanya kepastian hukum ini menjabarkan bahwa hukum harus
dijalankan dan secara tegas ditegakkan bagi setiap peristiwa konkret serta
tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan
kepada yustisiabel dari tindakan sewenang — wenang pihak lain, dan hal ini
berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.8

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jika seandainya tidak ada
kepastian hukum, masyarakat tidak tahu akan perbuatan yang mereka
lakukan dan pada akhirnya akan melahirkan kondisi yang tidak aman akibat

ketidaktegasan serta ketidakpastian sistem hukum. Oleh sebab itu, tujuan

kepastian hukum sangat utama untuk dicapai agar dapat melindungi

17 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, him. 28.

18 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta, 2018, him. 131.



kepentingan umum serta penggerak utama yang mengarah kepada tegaknya
keadilan dalam masyarakat, dan juga meningkatkan kepercayaan warga
negara terhadap penguasa yang dalam hal ini yaitu pemerintah.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.*® Jelas
yang berarti tidak menimbulkan multi tafsir dan logis yang berarti tidak
menimbulkan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang
lainnya.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lanka Asmar
dan Samsul Fadli bahwa:

“Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan
perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang
sewenang — wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada
negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan
kepastian hukum dengan negara.”?°
Munculnya sebuah hukum membuat masyarakat harus mematuhi
hukum yang berlaku tersebut. Karena dengan mematuhi hukum, masyarakat
tidak akan merasakan akibat dari perbuatan jahat atau perbuatan yang
melanggar hukum. Ketika ada seorang pelaku yang melakukan kejahatan,
disini lah peran hukum berjalan, yaitu dengan meminta pertanggungjawaban
dari pelaku itu, sebab sejatinya orang yang melakukan suatu kejahatan,
maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Para pelaku yang melakukan suatu kejahatan sudah seharusnya

mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, tentunya

19 Lenka Asmar dan Samsul Fadli, Op. Cit., him. 20
20 |bid.



hukuman yang diberikan berdasarkan ketentuan undang — undang yang telah
ada. Karena Indonesia sebagai negara hukum terdapat asas tiada pidana
tanpa kesalahan. Maka kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus
untuk dipertahankan dalam masyarakat untuk memberikan kepastian bahwa
setiap yang melakukan kesalahan sesuai apa yang telah dilanggar yang
bertentangan dengan hukum akan diberikan sanksi supaya tercapainya

keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di sini merupakan
penelitian yang mengkaji norma — norma yang mengatur tentang
perkembangan alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana korupsi,
sehingga dari penelitian inilah yang nantinya akan dapat diketahui mengenai
kekuatan hukum dari alat — alat bukti elektronik dan para pihak yang
melakukan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Pendekatan yang digunakan
Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan
konseptual dan Pendekatan perundang — undangan. Pada pendekatan
konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang
analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari
aspek konsep — konsep hukum yang melatarbelakanginya. Sedangkan

pendekatan perundang — undangan, merupakan jenis pendekatan yang lebih



kepada melihat dari peraturan perundang — undangan yang berkaitan dengan
penelitian ini.
3. Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang akan digunakan penulis adalah:
a. Bahan Hukum Primer

1) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana

2) Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

3) Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang —
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang —
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

4) Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder
Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder merupakan bahan

hukum yang akan mendukung bahan hukum primer, yang terdiri dari



semua literatur baik berupa buku, jurnal hukum, makalah, dan
beberapa hasil penelitian yang terdahulu.
4. Analisis bahan hukum
Pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi
semua peraturan perundang — undangan sesuai arti masalah yang dibahas,
Mensistematisasi bahan — bahan hukum yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti, serta menginterpretasi perundang — undangan Yyang

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan
Dalam memudahkan penyusunan dan untuk memberikan gambaran
secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusunnya kedalam
empat bab, tiap — tiap bab diperinci kebagian — bagian terkecil dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab | Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai kekuatan hukum alat
bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi, baik
mengenai kekuatan hukum, alat bukti elektronik, pembuktian dan

tindak pidana korupsi.



Bab 111

Bab IV

Bab ini berisikan pembahasan. Penulis melakukan analisis serta
tinjauan hukum terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam
pembuktian tindak pidana korupsi, baik dilihat dalam Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, Undang — Undang
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang -
Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab terakhir ini berisikan penutup dari keseluruhan skripsi ini.
Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang
telah dikemukakan dalam bab — bab sebelumnya dan berdasarkan
kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang
berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian

ini.



